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Abstrak
 

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan

melakukan jual beli. Peralihan tanah dengan jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta jual beli atau

dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris. Salah satu kewajiban dari Notaris dalam membuat akta

perjanjian pengikatan jual beli adalah perlu melalukan pemeriksaan atas keabsahan dari surat-surat yang

diperlukan. Apabila Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian disini, akan

menimbulkan kerugian bukan hanya bagi para pihak terkait, melainkan terhadap akta yang dibuatnya, yaitu

dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkannya akta tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana akibat

hukum yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli dengan objek tanah negara yang dilakukan oleh

perseorangan dan bentuk pertanggungjawaban dari Notaris atas batalnya perjanjian pengikatan jual beli

yang dibuatnya berdasarkan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. Untuk menjawab permasalahan

tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik, dan

bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan

kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa ditemukan adanya tanah negara yang dijual

oleh perseorangan, atau terdapat tanah yang dijadikan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut

merupakan tanah negara, sehingga perjanjian pengikatan jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Notaris sebagai pihak yang diberi wewenang dapat dikenakan sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi

perdata, dan sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan kepada Notaris dalam penelitian ini berupa sanksi

perdata dengan mengembalikan uang jasa yang diterimanya. Untuk menghindari kesalahan yang dibuat oleh

notaris, sebaiknya sebelum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, notaris memastikan bahwa tanah

yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut tidak bermasalah, di kantor Badan Pertanahan Nasional

setempat.

......Transfer of land rights can be done in various ways. One of them is by buying and selling. The transfer

of land by buying and selling can be done by making a deed of sale or by making an agreement before a

notary. One of the obligations of a notary in making a deed of sale and purchase agreement is the need to

check the validity of the required documents. If the Notary does not pay attention to and apply the

precautionary principle here, it will cause harm not only to the parties concerned, but also to the deed he

made, which can be null and void by law or the deed can be canceled. This study discusses how the legal

consequences arising from the Sale and Purchase Binding Agreement with the State Land object are carried

out by individuals and the form of liability from the Notary for the cancellation of the Sale and Purchase

Binding Agreement made based on Decision Number 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. To answer these problems,

this research uses a normative juridical method with descriptive analytical research type, and is sourced
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from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative

approach. Based on the research that has been done, it is found that there is state land sold by individuals, or

there is land that is used as the object in the sale and purchase agreement which is state land, so that the sale

and purchase binding agreement is declared null and void. Notaries as authorized parties can be subject to

sanctions, namely administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Sanctions imposed on

Notaries in this study are in the form of civil sanctions by returning the service fees they receive. To avoid

mistakes made by a notary, preferably before making a deed of binding sale and purchase agreement, the

notary ensures that the land is the object of the agreement is not problematic, at the local National Land

Agency Office.


